
SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIR!

Menimbang

Mengingat

PERATT'RAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 2 TAHTJN 2OO8

TENTANG

TATA CARA PENCALONA}I, PENGANGKAI'AN

DAN PEMBERHEITTIAN PERANGKAT DESA LAINNYA

DENGAII RAHMAT TI'HA.I{ YANG MAHA ESA

BI,,IPATI KEDIRI,

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Penrerintah Nomor 72

Tahun 2005 tentang Desa perlu mengatur Tata Cara Pencalonan, Pengangkatao

dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 4 perlu

mernbentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan

Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya ;

: 1. Undang-Undong Nomor 12 Tahu 1950 tentang Pernbentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalarn Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pcnyelenggara Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lemba:an Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Rep,ublik

Indonesia Nomor 385 I ) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentulan Peraturan

Penr-ndang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

53 Tarrrl-.ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintalan Daerah (Lembaran

I{egara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor,l25 Tamba-han Lembaran Negam

Re.publik Indonesia Nomor 4437) scbagaimana telah diuba} dengan Perahuan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Talrun 200-s tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentturg Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38 Tambirlran

lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negaa Republik lndonesia

Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4548 ) I
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5' P:raturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang nesa ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l5g rambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4587 ) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan
Pengawasan I'enyelenggaraan pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Ncgara Republik
lndonesia Nomor 4593 ) ;

1/. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang per51,2a2tan dan Tata Cara
Pengangkatan sekretaris Desa menjadi pegawai Negeri Sipii Lcmbaran Ncgara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94 Tambahan Lembar^n Negara Rcpublik
lrrdonesia Nomor 4745 ) ;

8. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang TaF Cara pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tah,n 2c06 tentang Jenis dan Bentuk

Produk Hulium Daerah ;
l0' Peran'an Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang prosedur

Penyusunan Produk Hukum Daerah ; "
, 1. Peratuan Menteri Daram Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah

dan Berita Daerah ;
12' Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2002 tenrang pedoman

Administrasi Desa ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediii Nomor 15 Tahun 2000 tentang Susunan

organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD ( Lembiran
Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 20lD seri D ) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor g Tahun 2002
(Lemharan Daerah Kabupaten Kediri rahun 2002 Nomor I Seri E Tambahan
knrbaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor I Seri E) ;

14' Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 17 Tahur, 2000 tenLang Susunan
O;ganisasi dan Tata Kerja Badan-badan Daeralr ( Lembaran Daerah Kabupaten
Kediri Tahun 2000 Nomor 22lD Seri D ) ;

15' Pcraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor lg rahun 2000 tentang sus.nan
Organisasi dan Tata Kerja Kantor-kantor Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten
Kediri Tahrur 2000 Nomor 23lD Seri D ) ;

16. Peranrran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 19 Tahun 20c0 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan ( Lembaran Daerah Kabupaten
K.ediri Tahr.rn 2000 Nomor 24lD Seri D ) ;

. Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

dan

BUPATI KEDIRI,

MEMUTUSKI^N:

PERATURAIJ DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG TATA C.{RA
PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT
DESA LAINII\.IYA.

Menetapkan
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

l. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan unlsan pemerintahan oleh

Penrerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi s6lu,rs-lrrasny6 dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik lndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Rqrublik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kediri dan perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Kepala Daetah adalah Bupati Kediri.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kediri yang terdiri ras

Sekretar iat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah.
Kecamatan dan Kelurahan.

6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Dae;ah Kabupaten.
8. Camat adalah Kepala Kantor Kecamatan.
9. Desa adalah kesatr.ran masyarakat hukum ;,ang memiliki batas-baks wilayah yang

benvenang untuk mengatur dan mengunrs kepentingan masyarakat setempat,
berdasa*an asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati datam
sistem Pemerintahan Negara Kesahran Republik Indonesia.

10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah

Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur tlan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul rlan adat istiadat setempat
yang riiakui dan dihormati dalam sisrem pemerintahan lrlegara Kesatuan Republik
Indonesia. ,,

ll. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa

12. Kepala Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang bertugas memimpin
perryelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan
bersama Badan Permusyawaratan Desa.

13. Peralgkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekreteris Desa
dan Perangkat Desa Lainnya yang bertugas membantu Kepara Desa dalam
menyelenggarakan urusan pemerhtahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

14. Perangkat Dcsa Lainnya adalah perangkat plmbantu Kepala Desa yang terdiri atas
Kepala Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan dan Kepala Dusun.

15. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BpD, adalah lembaga yang
menrpakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

16' Rapat Desa adalah kegiatan rapat di tingkat Desa yang dihadiri oleh Ketua RT,
Ketua RW, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ketua pKK, Ketua
Karang Taruna, Golongan Profesi, tokoh agam4 tokoh wanita, tokoh pemud4 dan
tokoh masyarakat lainnya
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17. Rapar Dusun adalah kegiatan rapat di tingkat Dusun yalg d;hadiri oleh Ketua FIIT,

Ketua RW, Golongan Profesi, tokoh agama, tokoh wani:a" tokoh pemuda, dan

tokoh masyarakat lainnva di Dusun.

18. I)eraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yarrg dibuat olch UpD
bersama Kepala Desa,

19. Panitia Pencalonan dan Pengangkatan yang selanjutnva discbuL Panitia adalah

Panitia Pencalonan dan Pengangkatan jabatan Perangkat Desa I-ainnya.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat ApBDes adalah

rencarra keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetu.jui bcrsama

oleh Pcmerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan I)esa.

21. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanzran! perencanaan,

penelitian, pcngembangan, bimbingan, pendidikan dan- pelatihan, konsultasi.
supervisi, monitoring, pengawasan umum dan cvaluasi pelaksmaan
penyelenggaraan pemerintahan Desa.

22. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan 1 :ng
ditujukar, untuk menjamin agar Pemerintahan Desa bcrjalan secara efisien dan
efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PERANGKAT DESA

Pasal 2

( I ) Perangkat Desa terdiri dari Seketaris Desa dan perangkat Desa Lainnya.
(2) Perar,gkat Desa Lainnya sebagaimana dimahsud pada ayat (l) adalah perangkat

Pembantu Kepala Desa yang terdiri atas :

a. Sekr etariat Desa ;

b. Pelaksana Teknis lapangan ;

c. Kepala Dusun.

(3) Jumlah Perangkat Desa Lainnya sehagaimana dimaksud pada ayat (2),
disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarekat setempat.

BAB III
SEKRETARIAT DESA

Pasal .3

(l) Sekrctariat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat \2) huruf 4 dipimpin
oleh seorang Sekretaris Desa

(2) Sekreta:is Desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Urusan paling

banyali terdiri dari :

a. Kepa.la rJrusan Umum ;

b. llepaln Urusan Pemerintahan ;

c. Kcpala Urusan Kcuangan ;

d. Kepala Urusan Pembangunan ;

c, I(cpnln [)rusan Kescjahtcroan Rakyat.
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Pasal 4

(1) Dalam rangka pelaksanaan Pencalonan dan Pengangkatan j abatan Perangkat Desa

U*ya Kepala Desa bersama BPD membentuk Peraturan Desa tentang Tata

Cara Fencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya.

(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sekurang-kurangnya

memuat:

a- 'mekanisme pembentukan panitia Pencalonan dan Pengangkalan ;

b. susunarL tugas, rf,ewenang dan tanCgunCiawab panitia; '
c. persyaratan calon ;

d. masa jabatan ;

e. penjaringan dan penyaringan ;

f. pengalgkatan dan pelantikan ;
g. Pembiayaan ;

h. ketentuan lain-lain.

Pasal 5

(l) Proses pencalonan dan Pengangkatan jabatan Perangkat Desa Lainnya,

dilaksanakan 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatannya atau paling

lambat 2 (dua) bulan sejakjabatan tenebut lowong.

(2) Dalam melaksanakan tahaptahap pmses Pencalonan dan Pengangkatan jabatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Desa mengundang unsur Pemerintah

Daerah dan Camat untuk melaksanakan rugas-tugas pembinaan dan pengawasan.

BAB V

PANTITA PENCALONAN DAN PENGANGKATAN

Pasil 6

(l) Unfuk pencalonan daa Pengangkatzn jabatBn Perangkat Desa Lr.innya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala f)esa mengadakan rapat Desa

dengan materi pokok :

a. pembentukan Panitia ;

b. tugas Panitia.

(2) Hasil Rapat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan

Kcputusan Kepala Desa yang dilengkapi Berita Acara, Notulen llapat dan Daftar

Hadir.

(3) Ponitia Pencalonan dan Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
terdiri deri unsur lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakst Desa

scsuai kebutuhan yBng susunannya paling sedikit terdiri dari :

a" kclua mcrangkap a""iggote ;

BAB IV

PFNGANGKATAN JABATAN PERANGKAT DESA I-AINNYA
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b. wakil ketua merangkap anggota ;

c. sekretaris merangkap anggota ;

d. bendahara meraagkap anggota ;

e. anggota.

Pasal 7

BAB VI
PENCALONAN PERANGKAT DESA LAINNYA,

Bagian Pertama

Syarat-syaral

Pasal 8

d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun.
e. sehat jasmani dan rohani.

f. berkclakurn lraik.

g. pendudui( Desa setempat, kecuali bagi calon Kepala Dusun berasal dari penduduk
Dr"'sun setempat.

( I ) Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) nrcmpunyai tugas ;
a. melakukan penjaringan dan penyaringan ;

b. menerima pendaftaran dari para pendaftar;
c. melakukan penelitian persyaratan administrasi pendaftar berdasarl:an

persyaraan yang ditentukan; 
-

d. menentukan waktu dan tempat serta tata tertib pelaksanaan ujian penyaringan
tertulis ;

e. menyelenggarakan ujian penyaringan tertulis ;
f. melaksanakan penilaian hasil ujian tertulis ;
g. membuat dan menandatangani Berita Acara dalam setiap tabapan proses

pelaksanaan tugasnya ;

h. mengajukan biaya kepada Kepala Desa.

Q) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat(l) bertanggung jawab dan melaporkan
hasil pel*sanaan tugasnya kepada Kepala Desa.

Yang dapat dicalonkan atau mencalonkan perangkat Desa Lainnya adalah penduduk
Desa setempat Warga irlegara Republik Indonesia dengan syzrrar-syarat :a bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
b' setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negarq undang-LindanS Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun r945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia
serta P--merintah.

c. berpendidikan paring rendah tamat Sekorah Lanjutan Tirrgkar pertama d.an/etau
sederajat.

h' tidak pemah dihukum karena merakukan tindak pidana kejahatan dengan hr*uman
paling singkat 5 (lima) tahun.



i. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai

kekrratan hukum tetap.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 9

Tala cara pengum,man pendaftaran pencalonan perangkat Desa Lainnya adalah

sebagai berikut :

a- pengumuman dibuat secara ternr.lis ditandatangani oleh Ketua panitia, memuat

hari, tanggal, puku.l dan tempat dimulai dan berakhimya pendaftaran serta berkas

p€rsyamtan adminisuasi yang ditennrkan;

b. pr-ngumuman ditempatkan di Kantor Pemerintah Desa dan tempartempat lain
yang strategis dan mudah dilihat oleh warga masyarakat Desa;

c. pcngumuman pendaftaran dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kerja;

d. apabila sampai dengan berakhirnya baras waktu 14 (empat belas) hari kerja
pendaftar yang memenuhi persyaratan administrasi belum ada 2 (dua) orang,
maka dilaksanakan Pengumuman II (Kedua) selama 7 (tujuh) hari keq'a sejak

ditutupnya Pengumuman I @ertama);

e. apatrila sampai dengan batas waktu berakhirnya pengumuman II (Kedua),

pendaftar yang memenuhi persyaratan administrasi belum ada 2 (dua) orang,

rnaka dilaksanakan Pengumuman III (Ketiga) selama 7 (tujuh) hari kerja sejak

ditutupnya Pengumuman II (Kedua);

f. apabila sam.pai dengan batas waktu berakhimya pengumuman iII (Kaiga),
pendaiar yang memenuhi persyaratan administrasi hanya terdapat I (satu) Calon,

maka hasilnya dilaporkan kepada Kepala Desa untuk mend,.rpat persetujuan guna

ditetapkan oleh Panitia sebagai Calon yang berhak mengikuti ujian penyaringan ;

g. apabila Pengumuman 1(Pertama) sa-'npai dengan III (Ketiga), tidak ada yang

rnendaftarkan atau ada yang mendaftarkan tetapi tidak memenuhi persyaratan

administrasi yang ditentukan, maka proses pencalcrran dan pengangkatan

dihentikan paling lama I (satu) tahun dengan ketentuan Kepala Desa

menugaskan Perangkat Desa Lainnya :

h. proses penghentian dan penundaan sebagaimana dirnaksud dalam hunrf g
dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui. Camat.

Pasal l0

Pcrmohonan grencalonan Perangkat Dcsa [,ainnya diajukan sccara tertulis kepsda
Kepala Desa melalui Panitia dengan dilengkapi persyaratan yang relah ditentukan
sebngaimunn dimoksud dalam Pasol 8.

Bagia.n Ketiga

Pencalonan
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Pasal I I

(l) Berdasarkan pennohonan pencalonan sebagaimana dinraksud dalam pasal 10,
Panitia mengadakan penelitian persyaratan administrasi pemohon berdasarkan
persyaratan yang ditentukan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara I{asil
Penclitian.

(2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat ( r), pemohon
yang memenuhi persyaratan ditetapkan Panitia sebagai Calon yang bcrhak
mengikuti u j ian penyaringan.

Pasal 12

Calon I'ang berhak mengikuti ujian penyaringan sebagaimana dirnaksud tjalam pasal
I I ayat (2), jika tidak hadir pada saat pelaksanaan ujian ctinyatakan gugur.

BAB VII
UJIAN PENYAITINGAN

Pasal l3

Pelaksanaan ujian penyaringan dilaksanakan pada hari kerja dan clapat dilaksanakan
di Kantor atau Balai Desa setempat atau di Kantor Kecamatan.

Pasal 14

(l) I-,rjian penyaringan meliputi :

a. Ujian penyaringan tertulis ;

b. Wawancara

(2) Materi .rjian penyaringan tertulis meliputi :

a Pengetahuan Agama;
b. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
c. Pengetahuan Umum ;

d. Bahasa Indonesia;
e. Matematika.

(3) Materi rrjian penyaringan sebagaimana dimaksud paoa ayat (2),6isusun olelr
Pemerintah Daerah dan dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

(l) Flasil pelaksanaan ujian penyaringan tertulis dituangkan dalam Berita Acara
I{asil Pelaksanium Ujian Penyaringan Tertulis yang ditanrjatanganr oleh Ketr-u.
dan Sekretaris Panitia.

(2) Calon yang dinyatakan lulus dari hasil ujian penyaringan tertuiis sebagaimma
dimaksud parJa ayat (l) diumumkan oleh Ketua panitia pacla saat itu juga.

Pasal l6

(l) Calon yang dinyatakan lulus ujian pcnyaringan tenulis adalah calon yang
memperoleh nilai rata-rata paling rendah 60 (enam pultrh).
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(2) Calon yang dinyatakan lulus sebagainrana dimaksud pada ayat (l) berhak'

mengikuti wawancara yang dilakukan oleh Kepala Desa didampingi oleh camat.

(3) Dalam hal calon yang memperoleh nilai rata-rata paling rendah 60 (enam puluh)

tidak ada, maka Panitia membuka kembali pendaftaran sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Pasal l7

Atas dasar hasil ujian penyaringan terhrlis dan wawanoara, Kepala Desa mengangkat

Perangkat Desa Lainnya dengan Keputusan Kepala Desa'

BAB VIII

PELANTIKAN

Pasal 18

pelantikan Perangkat Desa Lainnya dilaksanakan paling lama 7 (tuj uh) hari setelah

ditetapkannya Keputusan Kepala Desa-

Pasal 19

(l) Pelantikan dan pengucapan sumpah / janji Perangkat Desa Lainnya hasil

pengangkatan karena masa bakti berakhir dilaksanakan tepat pada akhir n:asa

jabatannya.

(2) Jika pclaksanaan pelantikan dimaksud pada ryat (l) jatuh pada hari libur' maka

pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.

(3) Dalam hal pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' tidak dapat

dilaksanakan Gpat waktu kareffl slasan yang dapat dipertanggungiawabk:tg

maln dapat ditunda paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal berak-himya

masajabatan Perangkat Desa Lainnya yang lama.

Pasal 20

(1) Pelantikan dan pengambilan sumpa}/janji Perangkat Desa I-ainn1'a dilaksanakan

der,gan susunan acara sebagai berikut:

a. pembacaan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa

l,ainnya ;

b. pengambilan sumpah{anji ;

c. penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpaft/Janji ;

d. kata-kata pelantikan ;

e. sambutaa Kepala Desa ;

f. do'a-

(2) Dalam pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa Lainnya

mengucapkan Sumpa}/Janj i'
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(3) Susunan kata-kata Sumpah/janji sebagaimana climzrksud pada ayat (2) adalah

sebagai berikut:
,,Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi

kewajiban saya selaku Perangkat Desa Lainnya dengan sebaik-b'aiknya, sejujur-

jujurnya dan seadil-adilnya ; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamallcan

dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara ; dan bahwa saya akan

menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-und'rng l)asar 19415 sebagai

konstitusi negara serta segala peratt6an perundang-unclange'n yang berlaktr bagi

Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 2l

(1) Pelantikan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksrrd dalam Pasal 20'

cirselenggarakm di Pusat Pemerintahan Desa dalanl suatu upacara dengan

meng:mdang anggota BPD, Ketua RT, Keiua RW, tokoh masyarakat, Perangkat

Desa, Panitia, unsgr Pemerintah Daerah dan lain-lain sesuai kebutuhan'

(2) Pada saat upacara pengucaPan sumpah/jarrji dan pelantikan Kepala Dusun'

pclaksar:a Tcknis dan Kcpala lJrusan yang akan dilantik b,.'rpakaiatr dtttits ltitritrn

(PDH) lengkap sedangkan pejabat yang melantik berpakaian PSL / PSR '

BAB IX
BIAYA PROSES PENCALONAN DAN PENGA}.{CKATT\N

Pasal 22

(1) Biaya pencalonan dan pengangkatan Perangkat f)esa lainnya ciibebankan pada

APBDes,

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dipergunakan untuk :

a. bia1,6 adrninistrasi ;

b. biaya penjaringan dan penyaringan ;

c. ho4orarium Panitia ;

d. biaya raPat; dan

e. biaya lain-lain.

BAB X

MASA JABATAN

Pasal 23

Masa iabatan Kepala Untsan, Pelaksana Teknis Lapangan dan Kepala Dusun

ditetapkan sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun'

/
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BAB XI
TUGAS DANKEWAJIBAN

PERANGKATDESA LAINNYA

Bagian Pertama

Kepala Urusan

Pasal 24

BAB XII
LARANGAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pa-sal 27

Perangkut Desa Lainnya dilarang :

a. rnenjadi pengurus pmai politik ;
b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BpD, dan

kernasyarakatan di Desa bersangkutan ;

(1) Kepala urusan sebagai permgkat pembantu sekretaris Desa meraksanakan tugas
sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mempunyai tugas dan
kewajiban menjalankan kegiatan urusan administrasi per.rerintahan,

Pembangunan dan Kemasyarakatan dan bertanggungiawab kepada Kepala Desa
mela.lui Sekretaris Desa.

Bagian Kedua

Pelaksana Teknis l,apangan

(l) Peloksana Teknis Lapangan sebagai perangkat pembantrr Kepara Desa dalam
pelaksanaan kegiatan teknis lapangan melaksanakar, tugas berkaitan dengan
penyelenggaraan urusan pemerintahan, pcmbangunan dan kemasyarakatan.

(2) Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mempunyai
tugas dan kewajiban melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang
tugasnya dan bertanggung jawab kepeda Kepala Desa

Bagian Ketiga

Kepala Dusun

lembaga

Pasal 25

Pasal 26

(l) Kepala Dusun sebagai Per.angkat pernbantu Kepala Desa di wilayah kerjanya.
(2) Kepda Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mempunyai tugas dan

kewajiban menjalankan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya dan bertanggung jawab kepada Kepala
Desa
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c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD ;

d. terlibat dalam kampairye Pemitihan Urrum, Pemitihan Presiden, Pemilihan Kepala

f)aerah dan Pemilihan Kepaia Desa ;

e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sellelompok masyarakat, dan

mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lair ;

t. melakukan kolusi, korupsi dan,nepotisme, menerima uang, barar'g dcn/atau jasa

dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan

dilakukannya ;

g. menyalahgunakan wewenang ; dan

h. melanggar sumpah/janj i jabatan.

BAB )iI[
SANKSI, PEMBERHENTIAN SEMENTARA

DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Bagian Pertama

Sanksi

Pasal 28

peranglcat Desa Lainnya yang tidai dapat menjalankan tugas dan kewajibannva

sebagaima.lu dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 dengan baik sesuai

dengan peraturan perundang-undangan dapat diberikan pcringatan tertulis dari Kepala

Desa dalam rangka memperbaiki kinerjanya.

Pa;al 29

Bagian Kedua

Pcmbcrhcntian Scmcntara

Pasal 30

(l) perangkat Desa l,ainnya dibcrhentikan scmentara oleh Kepala Desa apabila

clinyatakan melakr*an tindak pidana yang diancanr dengan pidana penjara oaling

sirrgkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pcngadilan yang belum memperoleh

kekuatan hukum tetaP.

(2) perangkat Desa Lainnya diberhentikan sementara oleh Kepala Desa karena

bcrstatus scbagai tcrsangka melakukan tindak pidana l:orupsi, tindak pidana

terorisme, makar dan atau tindak piclana terhadap keamat'an rregara'

(l) Pernbcrian Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, diberikan

paling banyak 3 (tiga) kali berturut-nrut dengan tenggang wakru masing-masing

3C (tiga puluh) hari dengan suatu permasalahan yang sama'

(2) Apabila lxringatan tertulis III, sebagaimana dimaksud pada ayat (l), tenggang

waktunya telah berakhir tetap tidak diindahkan, maka Kepala Desa dapat

mcrnbfihentikan Perangkat Desa yang bersangkutan '
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Pasd 3l

Dalam hal Perangkat Dese Lainnya diberhcntikan semsnlora sebagaimona dimaksud
dalam Pasal 30, maka pekerjaan rehad.hari dilakukan oleh salah catu perangkat Dcsa
Lainnya yang dihujuk Kepala Desa sebagai penjabat perangkat Desa Lainnya sampai
dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hulum tetap.

Pasal 32

(l) Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan sementara sebagaimana dimnksud
dalam Pasal 30, setelah melalui proses peradilan temyata terbukti tidak bersalah
berdasarkan puhrsan pengadilan yang telah memperoleh kekuatal hukum tetap,
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Kepa.la
Desa harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali perangkat Desa
Lainnya yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.

(2) Jika Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan senrentara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Kepala Desa hanya
merehabilitasi Perangkat Desa Lainnya yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya

Pasal 33

(1) Jika Perangkat Desa Lainnya dinyatakan terburli melakrrkan tindak pidana
sebagaimana dimaksud daram pasal 30 dan telah memperoleh kekuatan huk,m
tetap berdasarkan Putusan pengadiran, maka Kepara Desa menetapkan Keputusan
Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya yang bersangkutan.

(2) Atas dasar Surat Keputusan pemberhentian Kepara Desa sebagaimana dimaksucl
pada ayat (1), Kepala Desa memproses pengisian loviongait jabatan perangkat

Desa [,ainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

(l ) Perangkat Desa Lainnya berhenti, karena :

a. meninggal dunia ;

b. perrnintaan sendiri ;
c. diberhentikan.

(2) Pera.rgkat Desa Lainnya diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (r)
huruf c, karena :

a berakhir masa jabatannya ;

b. tidak dapat melaksanakan tugas secsra berkelarrjutan atau berhalangan letap
secara berhrut-tunrt selama 6 (enam) bulan ;

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa;
:. dinyatakan ineianggar zumpah/janji jabatan ;

e. tidak rneiaksa-mka.i. kewajiban perangkat Desa Lainnya ; rlarVatau
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f. melanggar larangan bagi Perangkat Desa Lainnya.
(3) Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dirnaksud pada ayat (l)

huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksaaakan oleh Kepala Desa

dengan menerbitkan Keputusan Kepala Desa.

(4) Penrberhentian Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksucl pacla ayat (2)

huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dilaksanakan melalui mekanisme pemberian

peringatan tertulis I, II dan III oleh Kcpala Desa dengan tenggang waktu masing-

masing 30 (tiga puluh) hari.

(5) Apabila Kepala Desa tidak memberikan Peringatan terulis I, Il, dan III
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka berdasarkarr hasil pemeriksaar,

Camat dapat memberikan Peringatan tertulis I, II, dan III kepada perangkat Desa

Lainnya.

(6) Apabila dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejar< berakhirnya tenggang

waktu peringatan tertulis III, Kepala Desa tidak memberhe,tikan perangkat Desa

Lainnya, maka Camat memerintahkan Kepala Desa unluk memberhentikan

Perurgkat C esa Lainnya.

(7) Apabila Kepala Desa tidak memberhentikan perangkat Desa Lainnya,
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka pihak-pihak yang dirugikan termasuk
Penrerintah Daerah dapat mengajukan gugatan melalui jalur hukum.

(8) Setelah dilakukan pemberhentian Perangkar Desa l-ainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6), Kepala Desa merrgangkat penjabat

Perangkat Desa Lainnya.

BAB XIV
LOWO}ICAN JABATAN PERANGKA'I DI]SA I,N INNYA

Pasal 35

(1) Jabatan Perangkat Desa Lainnya dinyatakan lowong calam har perangkal Desa
Lainnya berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Desa.

(2) Sebab-sebab jabatan Perangkat Desa Lainnya lowong sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 ayat (l) dan Pasal 34 ayat (3).

Pasal 36

(l) Pelaksanaan proses pengisian lowongan jabatan perangkat Desa Lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 paling lama 2 (dua) bulan sejak terjadinya
lowongan jabatan Perangkat Desa Lainnya.

(2) t-,tntuk pclaksanaan proses pengisian lowongan jabatan peralgkat Desa l_ainnya
sebagaimana dima.ksud pada ayat (l), Kepala Desa harus melaporkan kepada
Kepala Dacrah melalui Camat.

(3) camat rnemfasilitasi Pemerintah Desa dalam pelaksanaa, proses pengisian
lorvongan jabatan Perangkat Desa Lainnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
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BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWAS.AN

Pasal 37

(l) Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan.

(2) Pembinaan dan pengawasan pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) meliputi :

a memberikan p,edoman pelaksanaan tugas pembantuan dari Kabupaten ke
Desa

b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga
kemasyarakatan ;

c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif ;
d. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa;
e. melakukan pernbinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerirrtahan Desa

dan lanbaga kernasyarakatan ;
f. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat

istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionarnya daram peraksanaan

Pemerintahan Desa ;

g. menyelenggarakan pendidikan dan peratihan bagi pemerintah Desa dan
lembaga kemasyarakatan ;

h. rnenefapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Kepala Desa, perangkat Desa
dan BPD sesuai dengan kon&si dan sosial budaya masyarakat setempat ; dan

i. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam
penl,elenggaraan Pemerintahan Desa daii ieiiibaga keiilasyaratattui.

(3) Pembinaan d'n pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pa& ayat (l)
mcliputi:

a memfasilitasi penyusrman peraturan Desl dan perahrran Kepala Desa ;
b. memfasili.:rsi administrasi tata pemerintahan Desa ;

c. memfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa; .
d. memfa-silitasi pelrrksanaan urusan otonomi daerah Kabupaten yang

discrahkan kepada Dcsa ;

e. rnemfasilitasi penerapan dan penegakan pcraturan perundang_undangan ;

f memfasiliasi pelaksanaan tugas perangkat Desa ; .

g. rnemfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentrarnan dan ketertiban umum ;

h.' nremfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga
kemasyarakatan ; -

i. menrfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif ;j. memfasilitasi pelaksaniran pemberdayaan masyarakat Desa ;

k. nremfasilitasi kerjasama antar rembBga kemasyarakatan dan kerjasama
lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga ; clan

l. memfasilitasi koordinasi unit ket'a pemerintahan datam pengembangan

Icmbaga kemasyarakatan.
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BAB XVI
TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 38

Setiap tindakan penyidikan terhadap perangkat Desa, perangkat Desa yang

bersangkutan harus melaporkan kepada Kepala Desa

BAB XVII

KLI'ENTUAN PERALIHAN

Pasai 39

Perangkat Desa Lainnya yang ada pada saat mulai berlakunya peraturan Daerah ini
tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daera} ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan

yang merupakan perafuran pelaksanaan dari peraturan Daerah Kabupaten Kcdiri
Nomor l5 'tahun 2002 tentang Tata Cara pemilihan, pengangkatan dan

Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002
N<-rmor 4 Seri E ) selama tidak bertentangan dengan peraturan Daerah i,i dinyatakan

masih berlaku sampai dengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan peraturan Daerah

ini.

Pasal 4l

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang nrengenai teknis

pelalisanaannya diatur lebih lanjut dengan perahuan Kepala Daerah.

Pasal 42

Pada seet berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan Daerah Kabupaten Kediri
Nomor l5 Tanun 2002 tentang Tata Cara pemilihan, pengangkatan dan

Penrbcrhcntian Pcrangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ketliri Tahun 2002

Nomor 4 Seri E ) dicabut dan dinyatalan tidak berlaku.

B A B XVIII

KETENTUAN PENUTUP
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Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuiny4 memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di

pada tanggal 2

Kediri

5 - 2008

BUPATI K-EDIRI,

SI]TRISNO

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 2- 5 - 2008

SEKRETAzuS DAERAH KABUPATEN KEDIRI.

TTD

DJOKO SOEHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2()O8 NOMOR A

i'
I

idengan aslinya
KEDIRI.DAERAII

HARNO

{IlET.zrRIAT
ERI.H z

I'TD



I. UMTIM.
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

tentang Desa perlrr mengafur tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangliatan dan Pemberhentian

Perangkat Desa yang ditetapkan datam Peraturan Daerah'

II. PASAL DE}"'I PASAL :

Pasal I
Cukupjelas

Pasat 2

Cukup jelas

Pasal 3
C\kup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5

Cukupjelas

Pasal 6

ayBt (l)
DatamRapatDes4PemerintahDesamerrgundangPirrpinanBPDdanunsur
Pemerintah Daerah'

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

huruf n

CukuP jelas

huruf b
CukuP jelas

huruf c
CuicuP jela-s

huruf d
Cukup jelas

huruf e

Yangdimaksudderrgsnsnggotaadalahbeberapaanggotasesuaikebutuharr

Pasal 7
ayat (l )

huruf a
-Yangdimaksuddengan.lenjaringan',adalahsuatukegiatanyangdilakukan

Panitiauntukmernberitahukankepadamasyarakatmengenaiadanyaproses
pencalonnn dan Pengangkatan jabatan Perangkat Desa Laintrya'

- Yang dimaksud dengan "penyaringan" adalah suatu kegiatan yang dilakukan

Pani tia berupa penelitian berkas administrasi'

huruf b

CukuP jelas

PENJELASAN
r\TAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 2 TAHUN 2OO8

TENTANC

TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN

DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
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huruf c
Yang dimaksud memenuhi syarat adalah telah melengkapi berkas persyaratao

administrasi.

huruf d
Cukup jelas

huruf e
Cukup jelas

huruf f
Cukup jelas

huruf g
Cukupjelas

huruf h
Cukup jelas

ayatQ)

Ctkup jelas

Pasal 8

huruf a

Yang dimaksud dengan 'bertakwa" dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan

kewajiban agamanya

huruf b
- Yang dimaksud dengan "setia" adalah tidak pemah terlibat gerakan sparatis, tidak

pernah melaln*an gemkan secara inkonstitusional atau derrgan kekerarnn untuk

mengubah Dasar Negara serta tidak pemah melanggar Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun .1945.

- Yang dimaksud dengan 'saia kepada Pemerintah" adalah yang mengakui

Pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Ncgara Republik Indonesia

Tahun i94-s.

huruf c

Yang dimaksud dengan *berpendidikan Sekolah I-anjutan Tingkat Pertama

dan/atau sederajat" dibuktikan dengan Foto copy ijasah yang bersangkutan dan

dilegalisir oleh sekolah dan/atau pejabat yang berwenang.

huruf d
Cukupjelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f
Cukup jelas

huruf g

Yang dimaksud dengan "penduduk Desa setempat" adalah penduduli yang memiliki
Karhr Tanda Penduduk Desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai

penduduk Desa benangkutan.

huruf h
Cukupjelas

hunrf i
Cukup jelas
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Pasal 9

Cukup jelas

Pasal l0
Permohonan Pencaloran diajukan kepada Kepala Desa dengan ketentuan berneterai cukup.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal l5

Cukup jelas

Pasal 16

Cuktp jelds

Pasal 17

Yang dimaksud "hasil ujian penyaringan tertulis" adalah calon yang dinyatakan lulus uj ian

penyaringan tertrrlis.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasd 20

ayat (l )

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Pengucapan sumpah atau janji Perangkat Desa dilakukan mcnurut agama yang diakui

Femerinta[ yakni:

- Untuk p enganut agama Islam didahului dengan kata " DEMI ALLAH " ;

- Untuk penganut agama Kristen/Itutholik diakhiri dengan kata " SEMOGA TUHAN

MENOLONG SAYA '';
- Untuk penganut agama Budha diawali dengan ucapan " DEMI SAI'IG HYANG

ADI BUDI{A ";
- Untrrt penganut agama HINDU diawali dengan ucapan " OM ATAH PARA

MAWISESA "
Pasal 2l

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas
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Pasai 23

Cukupjelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

C\rkupjelas

Pasal 26

Cnkupjelas
yasal 2l

Cukup jelas

Pasui 28

Cukup jelas

Cukup jelas
D^--! an

Cukup jelas

Pasal 3l
Cukupjelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukupjelas

Pasal 34

ayat (l)
Cukupjelas

ayat (2)

hurufa

Cukup jelas

hrrufb
Tiriali dapai urcialtsatiakan tugas secara berkelanjutan dan atau berhalangan tetap

secara berhrrut-turut selama 6 (enam) bularU tidak termasuk melaksanakan tugas

dal.am rangka kegiatan yang b€rkaitan dengan pemerintahan

hurufc
Cukupjelas

huruf d

Pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan Keputusan

Pengadilan,

huruf e

Cukup jelas

huruf f
Cukupjelas

8ya1 (3)

Cukup jelas

ayal (4)

I;j<up jelas



22

ayat (5)

CukuP jelas

ayat (6)

CukuP jelas.

ayat (7't

CukuP jelas

ayat (8)

CukuP jela^s

Pasal 35

CukuP jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

CukuP jelas

Pasal 39

CukuP jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukupielas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMtsAIIAN DAERAI.I KABUPATEN KEDIITI

NOTUOR 3 ]'Al-ltrN 2008


